
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3711);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Mengingat

a. bahwa ketentuan dalam Peraturan WallKota Nomor 34
Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat, perlu diubah untuk menyesuaikan dengan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun
2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan WaliKota
Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat;

Menimbang

WALIKOTATARAKAN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANATASPERATURANWALIKOTANOMOR34 TAHUN2019
TENTANGGERAKANMASYARAKATHIDUPSEHAT

PERATURANWALIKOTATARAKAN
NOMOR 44 TAHUN2021

WALIKOTATARAKAN
PROVINSIKALIMANTANUTARA

TENTANG

, ..---------------------------------------------------------------- ........



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 100);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/
Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014
tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014
tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor
20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020
Nomor 60);

10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kota
Tarakan Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Tarakan Nomor 21);



Pasal8 A
Dinas Perikanan berperan dalarn :
a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Masyarakat

Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
b. Pembinaanmutu hasil produksi perikanan.

5. Diantara Pasal 8 dan Pasa19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A
yang berbunyi sebagai berikut:

4. Ketentuan Pasa18 huruf c diubah dan ditarnbahkan satu huruf, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasa17
Dinas Pendidikanberperan dalarn :
a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong

sekolah untuk menerapkan KTRdan SekolahRamahAnak;
b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan

pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan
sarana sanitasi sekolah;

c. mendorong sekolah mengarnpanyekan makanan beragam, bergizi
seimbang, sehat dan arnan; dan

d. mendorongsekolahuntuk melaksanakan gerakan 3M(mencucitangan
pakai sabun dan air mengalir,memakaimasker, dan menjagajarak).

3. Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah dan ditambahkan satu huruf, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasa16
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata berperan
dalam:
a. meningkatkan karnpanye gemar berolahraga;
b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
c. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat; dan
d. mendorong Pemerintah untuk menyelenggarakan Car Free Day.

2. Ketentuan Pasal6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal8
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berperan dalam :
a. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanarnan obat dalarn negeri;
b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanarn sayur

dan buah;
c. mendorong peningkatan konsumsi dan diversifikasi pangan; dan
d. melakukan pengawasan terhadap bahan pangan segar asal hewan dan

tumbuhan yang arnan, sehat, utuh dan halal.



Pasa114
Dinas Perindustrian dan TenagaKerjaberperan dalam :
a. mendorongdan memfasilitasiperusahaan untuk menyediakansarana

ruang menyusui,melaksanakan kegiatanolahragadi tempat kerja, dan
menerapkan KTR;dan

10.Ketentuan Pasal14 diubah, sehinggaberbunyi sebagaiberikut:

9. Ketentuan Pasal13 diubah, sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal12
Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam :
a. mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

terhadap media air, udara dan tanah;
b. mendorong masyarakat untuk peduli dan mengelola sampah dengan

sistem 3R (reduce, reuse dan recycle) serta memanfaatkan bank
sampah untuk mengurangi timbunan sampah;

c. mendorongkemitraanZkerjasamaantara pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat dalammelestarikan lingkungan hidup;

d. mengampanyekangerakan menanam pohon; dan
e. mengampanyekan gerakan pengurangarr/pembatasan penggunaan

plastik/kemasan sekali pakai; dan
f. memfasilitasidalam penyediaan ruang terbuka hijau.

8. Ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf c diubah dan
menambahkan satu huruf, sehingga pasal12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal10
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan dalam
memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar sesuai dengan SPM
bidang pekerjaan umum.

7. Ketentuan Pasal10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal9
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
berperan dalam penataan kawasan dan permukiman kumuh.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal13
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan berperan
dalam:
a. meningkatkan pengawasan terhadap makanan dalam kemasan;
b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur

dan buah produksi dalam negeri; dan
c. meningkatkan pembinaan kualitas produk pedagang kaki lima.



Pasal20
(1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan GERMASdi wilayah Kota Tarakan.
(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS

dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali
dalam setahun.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dibentuk tim yang ditunjuk
oleh Wali Kota.

(4) Setiap Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Kota Tarakan
menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di lingkungannya
kepada Wali Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan, selanjutnya Badan Perencanaan

BABV
MONITORING,EVALUASIDANPELAPORAN

13. Ketentuan pasal 20 ayat (4) diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal17
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
berperan dalam :
a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS dan memastikan

alokasi anggaran pada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan
GERMAS;

b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan
GERMAS;dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan GERMASkepada Wali Kota minimal 1
(satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal16
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana berperan dalam :
a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan

dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
b. meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi GERMAS bagi

keluarga, perempuan dan anak.

11. Ketentuan Pasal16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

b. mendorong perusahaan untuk menyediakan sarana prasarana k3 dan
unit kesehatan serta tenaga kesehatannya;



BERITADAERAHKOTATARAKANTAHUN2021 NOMOR454

A. HAMID

SEKRETARISDAERAHKOTATARAKAN,

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 16 Desember 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
WaliKota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KotaTarakan.

Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

14.Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
WaliKota ini.

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merekapitulasi
laporan tersebut untuk disampaikan kepada Gubemur.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 16 Desember 2021
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